eamana dan : e_tertiban swakarsa beium dlrasakan
butuhan: masyarakat Masyarakat

..-masyarakat datam pelaksanaan keglatan swkamtzbmas
swakarsa.
ngembangan smkamttbmas swakarsa pada da-
~.sarnya merupakan bagian atau sub sistem dari sistem
_ﬁ__pembmaan keamanan dan ketertlban masyarakat. Sis-
kamtibmas swakarsa adalah sistem yang bersifat swa-

ftahanan keamanan rakyat semesta [Sishankamrata].
~Oleh sebab ity di dalam penyelenggaraan siskamtibmas
'swakarsa biasanya dilakukan melalui pendekatan
pengeiompokan hngkungan Artinya bahwa upaya me-
lakukan pembinaan dan pengembangan siskamtibmas
swakarsa pada hakekatnya adalah upaya membangun
daya tangkal dan daya cegah agar masyarakat memiliki
:kesadaran keamanan dan ketertiban tinggi sehingga
men;;adx “pohsl” bagi dmnya sendiri [Astaman,
1993:5]. X

- ‘Sub sistem yana lain datam sastam pembinaan
keamanan dan ketertiban masyarakat adalah subsistem
vang bersifat fungsional, yaitu konsepsi pembinaan
" keamanan dan ketertiban masyarakat yang dipadukan
"dengan sistam peradilan kriminal [Criminal Justice
-System} Dalam subsistem ini, pembinaan terhadap
sistem keamanan dan ketertiban masyarakat tidak da-

dan=2- dan UU 20/?982 Pasat 0«4 )30 Pasai 45 (3)

[Attamimi, 1993: 4]. Permasalahannya adalah se-
jauhmana. kedua subsistem dirakit kedalam konsep
poia p@mbmaan szskamtabmas swakarsa yang baik dan
serasi Oleh sebab itu, aspek pengembangan sosial dari
sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa
terletak pada sejauhrnana dimensi komunikasi sosial
dan pengorganisasian masyarakat terkandung dalam
sistem kamtibmnas swakarsa [Astaman, 1993:6].
- Tulisan ini mecoba melakukan identifikasi tehadap

e aspek pe rubahan sostal yang ter;ad; da{am masyarak:"'
- perkotaan vang berkaitan dengan penerapan Sistemn

Kaemanan Ketertiban Swakarsa. Selanjutnya dari k
- jian ini ¢
“perubahan sosial dan pengembangan sosial yang periu_

- lingkungan masyarakat perkotaan. Dalam tulisan ini:
“lebih difokuskan pada tingkat kesadaran warga ma-
. syarakat perkotaan terhadap pelaksanaan sistem ke-

‘amanan dan ketertiban masyarakat dan kelembagaan‘ o

“belum erespon: terhadap kegiatan: kegxatan siskam--
. tibmas. swakarsa. sebagazmana terlihat dari partsisipasi -

‘karsa, yaltu merupakan perwujudan darj sistem per- -

pat dltepaskan dan Lugas dan fungsz Kepohsmn N@gara
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dengan rasa kebersamaan. Sedangkan, masyarakat

Swakarsa dipilih menurut lokasi wilayah POLSEK tempat
- permukiman diambil sampel [purposive sampling].

zharapkan dapat dirumuskan varibel-varib

d1perhat}kan di dalam melakukan penerapan sistem
keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya

dan kelembagaan yang tumbuh di tingkungan ma- -
syarakat perkotaan sebagai perwujudan dari bentuk _
kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan ketertaban :
masyarakat. :
Tutisan ini merupakan hasil sebuah survai yang
dilakukan di 7 {tujuh) kota besar, yakni Bandar Lam_: _
pung {(Lampung), Bandung (Jawa Barat), DKI Jakarta;
Semarang (Jawa Tengah), Medan (Sumatra Utara),
Surabaya {Jawa Timur), dan Makassar {Sutawesi Se-
tatan). Jumlah responden yang berasal dari penghuni
permukiman ditentukan secara stratifikasi random .
sampling. Jumiah responden ini dikelompok menurut -
tipologi permukiman : permukiman papan atas,_
permukiman papan menengah dan permukiman kelas -
bawah. Kemudian jumlah masing-masing responden
dipitih secara acak, yang masing-masing jumlahnya
20 orang. Jadi jumlah responden keseluruhan yang be-
rasat dari penghuni permukiman untuk setiap kota-
kota besar adalah 60 orana. ;
Pembedaaan permukiman penduduk perkotaan
menurut papan atas, menengah dan bawah sangaja.
dilakukan untuk memberikan gambaran perubahan-
perubahan kemasyarakatan yang terjadi di lingkungan
penduduk perkotaan. Permukiman penduduk papan
atas dianalogikan sebagai kelompok masyarakat vang
sudah mengaiarm perubahan (modermsam), sedangrcan
PEGIEER T EREEET) sepe“?f‘f““
pada masyarakat pedesaan-masyarakat yang belum
mengalami perobahan- terutama aspek yang berkaitan

kelas menengah adalah masyarakat yang mengalami
transisi perubahan menuju modern. Kelompok resporn-
den yang berasal dari aparat pembina Kamtibrmas

Sedangkan, jumlah responden diambil sekitar é
personit setiap POLSEK secara random.




' ""ZKonsep Kamtibmas

“tro _ Artmya tanpa suatu kontrol: tidak akan: tercipta

."3'.-'suasana aman. Dari pengertzan ini maka istilah kontrol
“sosial. leblh tertu;u pada suatu pengendallan terhadap.

'-'-penlaku anggota. masyarakat -dalam. rangka mencapai
-tujuan-tujuan; sosial kemasyarakatan Salah satu dari

A tujuan sosial- kemasyarakatan itu, antara lain adalah
‘kebutuhan rasa aman,- ‘keteraturan, ataupun ketertiban

'-_-'_'masyarakat Jach dengan demikian; seandaznya tidak

N terjadi kontrol'sosial atau pengendahan sosial; terhadap_'- '
: {_-jpara anggot masyarakat maka yang muncul bukan

hat Rahardgo 1992 2)

Rasa amam, tenteram maupun ketertiban yang
tumbuh di masyarakat sesungguhnya mengandung pel-
bagai aspek. ‘Masalah ini tidak hanya merupakan prob-
temyuridis ataupun politis tetapi menyangkut pula as-
pek psikologis dan sosiologis. Misalnya pengertian tidak
tertib, selalu dikaitkan dengan keadaan- keadaan, se-
bagaimana d]kemukakan C J.M, Schuyt sebagai beri-
kut Y

. szkap yang tmdak yang berlawanan dengan

- +harapan-harapan; . :

s terjadinga perlawanan; :
=~ timbutnya kekerasan; -
“=- -adanya kontradiksi-kontradiksi;
-~ pengaturan-yang serba sementara sifatnya;
- terlalu sering terjadi perubahan yang tidak
. direncanakan secara maniang;
~- - pelanggaran terhadap peraturan- peraturan

- tidak seragam;

- keadaan vang serba asing;

- - kesewenang-wenangan

- ketidakpatuhan -

© - -merusak pola -
- keadaan yang kacau [ter}admya chaos]

-Sementara secara pmkologis, pengertian keterti-
ban berkaitan dengan masalah disiplin. Pengertian di-
siplin disini penekanannya tidak pada tindakan pe-
langgaran aturan, melainkan pada penanaman pengen-
dalian diri [Soekanto, 1980:27]. Ketertiban bertalian
dengan kepatuhan t@rhadap tentang ketentuan hidup

Masalah keamanan berhubungan erat dengan kon~_-'

_ melaharaan rasa aman, tenteran dan ketertlban di da~ o
lam suatu. masyarakat selalu: menunjukan pola selaras- -
'-dengan keh:dupan masyarakat Artinya, bahwa sistem - |
‘penjagaan dan keamanan masyarakat bertalian dengan:
pola. k@h]dupan masyarakat ‘Pada’ masyarakat yang -
~masih. menjunjung. adat-istiadat dan nilai-nilai: keber-- -
“samaan [kotektif], maka pola pernellharaan keamanan =
dan ketertiban masyarakat diwarnai oleh adat dan pola-
pola kepemlmpman tradional. Apabzia dalam suaty. per-
. kampungan masyarakat terdapat konsensus. bahwa"--._-- :
penjagaan keamanan dan ketertiban menjadi tanggung_--_ o5
~ jawab. bersama semua warga masyarakat maka, ada"_é'-'_ :
“ketentuan’ yang mengikat setIap warga untuk meman-.-' ;

tau dan melaksanakan

Dalam masyarakat adat. yang masih tradisonal;
apabﬂa ketentuan adat itu dilanggar maka sanksi nya

cukup berat; misalnya dikucilkan sebagai anggota ma-

syarakat. Anggota masyarakat merasa malu apabila. -
tidak mematuhi ketentuan yang tetah disepakati ber-:

sama. Menurut Selo.Sumardjan, ada beberapa faktor
yang menyebabkan mengapa pada masyarakat pede-
saan masih kuat kepatuhan terhadap nilai-nilai sosial:
(1), di kalangan warga masyarakat pedesaan terdapat
pengawasan yang datang dari dalam hati (Inner con-
trol) dan [2], adanya budaya malu [shame culture]
apabila tindakannya berbeda dengan kebanyakan or-
ang.-Sebaliknya,-pada masyarakat maju, seperti ma-
syarakat perkotaan maka bentuk pengendalian sosial
tidak lagi tergantung pada nilai-nilai koletivitas tetapi
menggunakan model lain, biasanya sistem keamanan
dan ketertiban masyarakat sudah memanfaatkan jasa
tenaga kerja, prinsip menejemen dan menggunakan
sarana teknologi. Sarana pokok tntuk sistemn keama-
nan-dan ketertiban di masyarakat perkotaan adalah
uang. Dengan jumlah uang yang tersedia dapat digaji
tenaga keamanan dan ketertiban umum. -

Dilihat dari sudut pembangunan hukum, maka pe-
nerapan Sistem Keamanan dan Ketertiban Swakarsa
di masyarakat pedesaan mengalami perubahan. Kontrot
sosial yang dahutu bersifat tradisional, diganti dengan
sistern hukum modern. Sanksi adat tidak diakui secara
legal, tetapi diganti dengan Sistem Peradilan Pidana
[Criminal Justice System][Rahardjo, 1992:4]. Pelang-

syarakat {Buchon 1992:5} Dermktan juga dengan
pengertian ketenteraman dan rasa aman. Pengertian
rasa-aman dan tenteram biasanya digambarkan seba-
gai suatu keadaaan dimana tidak terjadi kekewatiran
vang berasal dari luar dirinya; kekecewaan atau rasa
frustasi, vaitu terjadinya halangan untuk mencapai tu-
juan yang dicita-citakan; dan konflik datam dirinya,
apabila seeorang diharuskan memilih dua pilihan yang
sama-sama merugikan atau menguntungkan.
Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, bahwa pe-

gRFER-RSTmE-Sosinb—tdak-laghditalukrrsecara-adat
melainkan diselesaikan di lembaga pengadilan. Dalam
kaitannya dengan pemeliharaan rasa aman dan ten-
teram dan ketertiban, maka penerapan Sistem Kea-
manan dan Ketertiban Swakarsa pada dasarnya lebih
memacu masyarakat untuk “menjadi polisi bagi ma-
syarakatnya sendiri” [Rahardjo, 1992:14]. Intinya
bahwa masyarakat diharapkan meningkatkan in-
tensitas cara penjagaan keamanan karena masyarakat
tebih banyak mengenal dan mengetahui situasi dan
kondisi tingkungannya, selain adanya faktor keterba-




E . polisi hagi. masyarakatnya
|- syarakatn'polisi yang tebih: intensif, Menurut Sat}ipto_'
“Rahardjo, bahwa di dalam pembmaan sistem keamanan

o - sial A_t@rt@ntu yang

| tasan tenaga kepoilsran Namun dem1kian p@ngertzan
.-_ch atas masih belum cukup'”Makna lain ‘dari menjadt
dalah dzperiukan pema-

 dan ketertiban masyarakat tidak hanya dituntut dari

| peran serta aktif masyarakat, melamkan Jjuga d:mulal_

* dari usaha mendekatkan polisi kepada lingkungan so-

'_"'_.mai suapa penerapan S1kamt1bmas swakarsa dapat
berhasil. Pertama tumbuhnya kesadaran masyarakat
akan kebutuhan rasa aman dan ketertiban vang diwu-
judkan dalam bentuk kelembagaan masyarakat, dan
kedua, adanya pendekatan yang dilakukan pihak aparat
pembina di dalam upaya melakukan pembinaan hukum
kepada masyarakat ‘Kata kuncinya adalah “saling ber-
hublingan” antara; ‘masyarakat’ dengan aparat-kepoli-
sian.-Tumbuhnya kesadaran rasa aman dan-disiplin so-
sial di dalam masyarakat tidak-dapat dilepaskan dari
situasi perubahan sosial yang melingkupi-masyarakat
tersebut. Dalarn realitasnya masyarakat memang tidak
statis, tetapi selalu dalam kondisi perubahan.’ Peru-
bahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat tentu
saja mempengaruhitujuan sosial kemasyarakatan dari
masing-masing warganya - dan lembaga pengendalian
sosial.  Rasakebersamaan tidak terjadi lagi di tingkat
desa atau dusun tetapi rasa kebersamaan lebih dida-
sarkan-atas kepentingkan tetentu, misal hobi, profesi,
dll: Di dalam melakukan penerapan Siskamtibmas Swa-
karsa di lingkungan kota-kota besar, maka aspek pe-
rubahan sosial yang tercermin dari perubahan rasa ke-
bersamaan pertu dicermati. Keberhasilan penemu
kenali aspek-perubahan sosial merupakan prasyarat
dari keberhasilan penerapan siskamtibmas swakarsa,
terutama di lingkungan masyarakat perkotaan.

Kebijaksanaan sistern kamtibmas swakarsa
Pembangunan yang selama ini ditempuh Bangsa
Indonesia dalam realitas telah membawa sekian peru-
bahan, baik perubahan pisik maupun sosial-kemasya-
rakatan. Hadirnya pembangunan di bidang pisik, se-

renjadi. tanggungjawabnya [Ra- ;

ngan. Apabala masyarakat telah memasuki situasi dan*""ﬁ

kondisi sebagaimana asumsi di atas; makasebenarmnya .
: pembangunan it tetah. berpengaruh terhadap SItuaSI_J-. X

dan kondisi sosial-budaya masyarakat. Artinya pem- -
bangunan. itu ‘membawa perubahan terhadap lingk
ng an, baik pmk maupun soszai kemasyarakatan

kurang responsip akan membawa dampak negatip ter-
hadap kehidupan sosial-budaya masyarakat, bahkan

tidak menutup kemungkinan akan mendorong mun- "

culnya pelbagai bentuk gangguansosial dan gangguan

tingkungan. Misalnya; threat of Administrative Nature
[White Collar Crime, Mismanagement], Threat of En=:
vironment Nature [Becana Alam, Strike [pemogokan];
Riots [huruhara], peristiwa tindak pidana [pencurian;
penganiayaan, perampokan, penodongan, pengrusa-
kan,‘pemalsuan, ‘penggelapan, penculikan, pemera-
san}, dan sebagainya. Kondisi terakhir inilah yang pada’
dasarnya perlu mendapatkan perhatian para policy
maker [penentu kebijaksanaan] dan policy implemen-
tation [pelaksana pembangunan] yakni pemerintah
daerah, polisi dan masyarakat. Sebab masyarakat da-
tam kehidupan sehari-hari sebenarnya sangat mem-
butuhkan perasaan bebas dari gangguang fisik maupun
kejiwaan [secuarity], perasaan bebas dari kekawatiran
{sererity}, perasaan dilindungi dari segala bahaya
[safety], dan perasaan ingin selaiu damaz tahir batin

[peace}.

Pembinaan dan pengembangan Sistem pembinaan
kamtibmas swakarsa merupakan bagian yang tidak ter-
pisahkan dari upaya pembanguan nasional pada umum-
nya. Artinya, keberhasilan pembangunan tidak dapat
dipisahkan dengan situasi dan kondisi dimana masya-
rakat merasa aman dan tertib dalam kehidupannya.
Situasi dan kendisi aman, tenteram, damai dan tertib
merupakan variabel penting datam proses pembangu-
nan bangsa. Pembangunan merupakan suatu proses
perubahan dan dinamika masyarakat yang bertangsung
secara berkesinambungan ke arah perwujudan situasi

perti-sarara-garrprasarara;infrastraktur, - propert;
lingkungan permukiman, dan sebagainya menyebabkan
lingkungan sosial ikut berubah. Pola hidup masyarakat
dengan sendirinya ikut berubah bersamaan dengan
hadirnya pembanguan tersebut. Karakteristik peruba-
hanini terlihat dari pela migrasi desa-kota, urbanisasi
yang sernakin hari semakin deras, informasi dan dan
teknologi yang semakin yang semakin cepat, kesibu-
kan individu yang semakin menonjol, solidaritas ma-
syarakat yang semakin menipis, dan mulai munculnya
gejala apatisme terhadap situasi dan kondisi lingku-

S RO RS anTT VERE 1E0TH Bak T Dalam réantas
setiap perubahan dan dinamika masyarakat selalu
mengandung kerawanan-kerawanan, ancaman stabili-
tas keamanan, uncocialize, dan pnlbagas bentuk keias—
kelas so&ai . L :

Kondisi dan situasi di atas merupakan indikator
bahwa perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan
membutuhkan adanya situasi kebijaksanaan peme-
rintah, atau usaha dari masyarakat atau kelompok ma-
syarakat untuk dapat memelihara dan meningkatkan

Y DaEam perspektif ini maka kebljaksanaan pem
bangunan harus dapat men;awab tantangan’ {threat] e
- pembangunan dan- ‘mengantisipasi perubahan‘sosial’
- :[social change]. Sebab bila sempat: terabaikan atau
-_kebijaksanaan pembangunan {deve!opment pohcy i




:ﬁ' s1st@m k@amanan dan ketemban i h_ngkungan masmg-_f.f
1 -}:masmg secara_-mandm dalam- art diperlukan penye:. -
' _:.lenggaraan keamana dan_ keter_uban masyarakat-yang _

rakat itu sendiri. Atau dalam: bahasa yang lebih #po-
puEer .disebut Sistaem Keamanan Masyarakat Swakar-
sa; [Stskamtlbmas Swakrasa] B : T

S Kebuaksanaan negara yang berkaitan dengan Sas-
kamtibmas Swakarsa, antara lain adalah. Garis-Garis
Besar Haluan Negara [GBHN] Tahun 1993 dalam bidang
HANKAM," Undang-Undang Nomor 20 Tahun-1982
tentang. Ketentuan k@tentuan Pokok.Hankam :Negera
RI, Skep ‘Kapolri No.Pol.: Skep/344/1X/1983. tentang
Po{:a Keamanan Lingkungan terpadu, :Skep Kapolri
tentang Pola Keamanan Lingkungan terpadu, Skep
Kapolri No.Pol.:Skep/1835/XI1/1995 tentang Pola
Pembinaan dan Pengembangan Sistermn Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat [BINKAMTIBMAS SWAKARSA]
disebutkan dalam GBHN Tahun 1993, “..Polri dibangun
untuk menjadi inti kekuatan keamanan dan ketertiban
hukum dan ketentraman masyaakat..”. Selain itu juga
ditegaskan dalam GBHN 1993, bahwa: “.. Sistem
keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintikan
POLRI terus dikembangkan dengan mengutamakan
upaya pencegahan dan penangkalan gangguan Kke-
amanan dan ketertiban masyarakat. Kesadaran ma-
syarakat tentang keamanan dan ketertiban masyarakat
dibina dan ditingkatkan secara terpadu untuk menum-
buhkembangkan sikap mental dan meningkatkan ke-
pekaan-serta daya tanggap masyarakat terhadap ma-
salah kearnanan dan ketertiban lingkungan masig-ma-
sing dalam suatu sistem keamanan dan ketertiban
masyarakat swakarsa..”. »

Keb;;;aksanaaﬂ negara yang lebih memtxkb@ratkan

termaktup datam Undang Undang Nomer 20 Tahun 1982
fUU No. 2 Tahun 1987], pasal 7 sebagai berikut : “Upaya
pertananan maupun upaya keamanan diwujudkan

dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
dengan mendayagunakan sumberdaya nasional dan pra-
sarana nasional secara menyeluruh, terpadu dan te-
rarah, adil dan merata serta diselenggarakan oleh pe-
merintah dan dipersiapkan secara mandiri.

Kemudian pasal 10 UU No.20 tahun 1987, ditegaskan
kemnbali bahwa “Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat

' "sebag" kompone pendukun'o

o atkan:secara _"kttf agar'berperanserta'daiam men-'
“iiag ‘keamanan dan ketertiban di’ hngkungan masya~-"

orgamsasx masyarakat yans telah dlatur secara pe-

'Semes adibma untuk mewu3udkan daya dan kekuatan B Lo

'tangkai dengan membangun memelil mes
. ngembangkan secara: terpadu dan 'terarah egenap.'_.l.
- *komponen. kekuatan pertahanan I
yang. terdiri atas:: 1} Rakyat terlatih sebaga1 komponen_'__ '_
! ._.]E'Angkatan Bersenjata Cadangan’ Tentara "1
1 Indones1a sebaga1 komponen utama 3}_._Per~:'_

keamanan dan ketertiban masyarakat: serta’daya
tanggap dan penyesuaian masyarakat terhadap setiap

perubahan dan dinamika sosialyangmembudaya dalam - .
bentuk pola sikap kebiasaan dan perilaku masyarakat

sehingga gangguan keamanan dan ketertiban masya-
rakat dapat dicegah sedini. mungkin oleh masyarakat

sendiri, sejak dari sumbernya”. Selain itu, kebijaksa- -

naan .Polri yang: perlu diperhatikan .adalah dikeluar-
kannya Petunjuk-Pelaksanaan Kapolri. Nomor: Polisi :
Juklak/30/XI(1/1980 tentang pembinaan Keamanan
Swakarsa [BINKAMSWAKARSA]. Pembinaan Keamanan
Swakarsa.ialah segala usaha dan kegiatan dalam mem-
bimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan
masyarakat baik individu maupun kelompok datam
rangka memelihara dan meningkatkan suasana aman
dan tertib di lingkungannya melalui usaha dan ber-
kembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat
itu sendiri; vang dalam pelaksanaanya meliputi unsur-
unsur Kamra, SATPAM, dan unsur-unsur keamanan ma-
syarakat tainnya, £ SR

Kebuaksanaan Kamtibmas Swakarsa di fingkungan
permukiman

Penyelengaraan keamanan dan ketertiban masya-
rakat di lingkungan permukiman tentu saja tidak tum-
pang tindih dengan sistern penyelenggaraan keamanan
dan ketertiban yang dilakakukan oleh satuan-satuan
pemerintahan. Sampai sekarang telah ada organisasi-

bentuk desa RT, RW, dusun dan bentuk lain serupa
jtu. Dalam lampxran Skep KAPOLRI No.Pol.: Skep/1835/
AH/1995 disebutkan bahwa dalam pengorganisasian
Siskamting di lingkungan permukiman diintegrasikan
dalam wadah LKMD di Kelurahan/Desa. Namun demi-
kian, apabila melihat dari UU 13/1961 tentang Ke-
tentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara
Republik Indonesia serta UU 5/1974 tentang Pokok
Pemerintahan di Daerah, maka perlu diperjelas imple-
mentasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban

Kebijaksanaan, negara yang berka1tan dengan ma- |-
‘salah Kamtibmas ‘Swakarsa; secara operasxonal ter-.
cantum dalam Surat Keputusan yang bernomor Polisi ;-
- Skep/1935/Xi!/1995 tentang Pola .Pembinaan dan . -
Pengembangan Sistemn: Keamana gkman gangguan




1. terutama’ semanjak semakin:

- _masyarakat di hngkungan permuklman, karena dalam
-~ kenyataannya- kelembagaan pemenntahan desa atau
*kelurahan tidak dapat men: i tuntutan perubahan
‘aspirasi penduduk ‘pekotaan di
_ . maraknya tumbuhnya
--perumahan perumahan barts; mulai:dari: Permunas;
Villa, Real ‘estate; Kota Mandiri; dan sebagainya. Pal:
'mg,_tidak perlu d1p1k1rkan konsep '1mplementa51
_-penyelenggaraan kamtibmas di lingkungan permukiman

-perkotaan, yang dapat menumbuhkan atau ‘memaksa’
“tahirnva prakarsa prakarsa masyarakat untuk

' “-menegakkan masyarakat sistem’ keamanan dan
'ketertiban sendm bagi wzlayahnya S Ci

Selan}utnya daiam SKEP KAPOLRi d!sebutkan
bahwa pelaksanaan pembinaan Kamlingkim dilakikan
oleh Babinkamtibmas: disetiap Kelaurahan atau Desa.
Mengingat: keterbatasan: aparat personil ‘di tingkat
POLSEK maka perlu juga cari -altermatif yang -cocok
pembinaan: Kamlingkim:khususnyadi lingkungan
permukiman baru di kota-kota besar.Demikian juga
mengenai Pos Kamling. ‘Dalam SKEP juga disebutkan
bahwa disetiap Pos Kamling vang: ada ‘dibentuk
kepengurusan Pos Kamting sesuai dengan jumtah Pos
Kamling. "Oleh 'sebab -itu; ‘penyelenggaraan
Siskamtibmas: Swakarsa juga diharapkan: semakin
memperjelas pembagian tanggung jawab antara POLRI
dengan” PEMDA sesuai 'dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, Berbagai kasus di
lapangan menunjukkan ketidakjelasan -persepsi
masyarakat mengenai pembangunan sarana pos
kamling, apakah wewenang PEMDA atau POLRI.
Padahal, ‘peraturan jelas bahwa POLRI di bidang
penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat
dibatasi ruang-tingkup kegiatan pada aspek pembinaan
saja, sedang pengembangan sarana“dan prasarana
menjadi tanggsungjawab PEMDA. Perscalan-persoalan
penyelenggaran Kamtibmas di lingkungan permukiman
perlu diluruskan sehingga semakin menjadi jelas,
bahwa masalahnya memerlukan pemecahan vang
terpadu dengan berbagai instansi vang terkait dalam
penyelenggaraan Binkamtibmas Swakarsa khususnya
di tingkungan permukiman di kota-kota besar di indo-
nesia. Pembudayaan atau sosialisasi pembinaan dan
pengembangan Sistem Pembinaan Keamanan dan

yidang kamtibmas

Masalah ini. merupakan kwapban aparatur pemermtah. B
danitokeh: tokoh' organisasi: kemasyarakataﬂ untuk':.

berperanserta secara aktif seusai fungsz wewenan

dan tanggtngjawab’ masing-masing. ‘Aparatur peme- .-
rintah ‘terlebih-lebih ‘aparatur daerah dalam’ rangka .
permbinaan dan pengembangan Siskamtibmas Swakarsa
berperan sebagai implementer: [pelaksana} kebjaksa: '
naan pemenntah di lingkungan kerja, pendidikan dan: -
permukiman masing-masing,. la juga; sebagm pelopcr,
panutan dan pendorong bagi masyarakat umum untuk .
berpart151;3351 dalany pembmaan dan pengembangan_g

Siskamtibmas. Aparatur: pemenntah juga sebagai uns

pembantu Polri dalam usaha memelihara Kamtibmas, |
dengan membentuk kelompok organisasi yang bertang-
gungjawab:dalam bidang pembinaan dan pengembas.

ngan Siskamtibmas Swakarsa di lingkungannya. Dalam
perspektif ini, maka aparatur pemerintah berkewaji-
ban membina kesadaran masyarakat untuk berpar-
tisipasi dalam penanggulangan masalah pembinaan dan
pengembangan Siskamtibrmas Swakarsa. Aparatur pe-
merintah sebagai'ujung tombak pelaksana kebijaksa-
naan pembangunan sudah seharusnya memiliki kesa:
daran dan kepedulian terhadap masalah-masalah yang
timbuldi lingkungannya. Sebab pada dasarnya masalah
pelaksanaan kebijaksanaan adalah'masalah yang tidak
bisa dipisahkan dengan aparatur pemerintah daerah;
karena mereka memang pelaksana pembangunan:

Sebagai aparatur pemerintah, Polri adalah pem-
bina utama dalam pembinaan dan pengempangan Sis-
kamtibmas Swakarsa. Polri berkewajiban menumbuh:
kembangkan kesadaran, menciptakan kondisi, teknik;
metode, mengendalian, mewaspadai, dan pelatihan/
pendidikan formal dan informal agar masyarakat ikut
berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan
Siskamtibmas Swakarsa. Adapun peran masyarakat
dalam pembinaan dan pengembangan Siskamtibmas
Swakarsa dapat menjadi subyek maupun obyek ke-
bijaksanaan pemerintah dalam bidang Siskamtibmas
Swakarsa. Sebagai subyek, masyarakat melakukan ke-
giatan yang titik beratnya pada pengamanan diri pri-
badi agar tidak menjadi korban atau pelaku timbulnya
gengguan Kamtibmas. Masyarakat sebagai sebagai sub-
yek pertu meningkatkan kesadaran hukum, kesempa-
tan pribadi, mampu menyerap dan berdaptasi pada

RetertiDan MasyaraRat Swakarss TSisRamTibmas
Swakarsa] ke dalam seluruh kehidupan masyarakat
baik perorangan maupun kelompok, pada hakekatnya
merupakan kewajiban bagi seluruh warga bangsa atau
rakyat Indonesia.

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat
bukan hanya tanggungjwab aparatur pemerintah
semata, dalam arti polisi, ABRI, dan pejabat
pemerintah daerah. Namun menjadi tanggungjawab
bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

setiap perubahan yang timbul akibat kemajuan #mu
pengetahuan dan teknologi, atau akibat pengaruh pem-
bangunan perekonomian nsional. Masyarakat sebagai
subyek juga mempunyai tanggungjawab terhadap ma-
salah lingkungan, pengamanan lingkungan agar ling-
kungan tetap aman, tenteram, damai dan tertib. Ka-
rena itu, masyarakat sebagai subyek mempunyai ke-
wajiban moral untuk selalu menjaga kamtibmas di ling-
kungannya dan mencegah timbulnya hat-hal yang me-
rusak lingkungan.

Peranan masyarakat sebagai obyek kebijaksanaan




as perkelaman dan pembunuhan adatah bentuk gangguan':'.'-f; i

..chra sendm dan:' ngkungannya. Peranan ‘masyarakat

sebagai.obyek dan subyek dapat terdm atas diri sendm :

‘maupun: Kelompok yang -

. permukiman lainnya.-

: _-kamtabmas éntara t;pe permukaman satu dengan tlpe:_
. Misalnya, tindak kejahatan .|
pemerasan daanggap responden cian Permukiman ba-

"ierogamsar sesuai dengan :
‘situasi- dan: kondm hngku-:: e

'_masyarakat sebagai obyek?”. T
dan subyek pembinaan dan} 135
pengembangaini
Siskamtibmas Swakarsa di |’
tingkungan ‘permukiman’ini
dapat berbentuk Satpam,’ |
Hansip, -Kamra, -Petugas:
Kamlmg, Polsus,: Keiompok=

Sadar Kamtibmas Swakarsa, | 7 L il
Paramuka, Patroli Keamanan A\TAYRY &,
Sekolah, dan se1emsnya.

l Lap. atay 3 sz. menegalk ] Laja.baw.zh [

Kebutuhan rasa aman dan ketertlban masyarakat
Rasa aman, ketenteraman dan ketertiban terma-
suk kebutuhan dasar [basic need] setiap manusia.
Kebutuhan rasa aman dan ketertiban merupakan
prasyarat untuk terselenggaranya aktivitas kehidupan
masyarakat. Tingkat kebutuhan rasa aman dan keter-
tiban yang tumbuh di Eingkunga'n :permukiman biasanya
diwujudakan ‘dalam berbagai bentuk kelembagaan
masyarakat, baik di lingkungan masyarakat perkotaan
maupun pedesaan. Dalam penelitian ini, tingkat ke-
sadaran terhadap kebutuhan rasa aman dan ketertiban
masyarakat dilihat dari beberapa aspek. Salah satu
aspek adalah pendapat tentang bentuk gangguan ke-
amanan dan ketertiban masyarakat yang dlanggap me-

yang dianggap meresahkan masyarakat, yaitu: mabuk-
mabukan dari minuman keras, perkelahian, pencurian,
perampoKar, curas, jambret, curanmor, penganiayaan,
perkosaan, pembunuhan pemerasan dan kenakatan
remaja

Curanimor, pencurian, penganiayaan, perkosaan,

ungkap acia beberapa bentuk uangguan masyarakat

responden yang ttnggal di permuk‘;man lapisan atas
tetapa juga lapisan bawah. [lihat tabel 2]. '
Sumber. data Iapangan 1996

Keterangan :
1. Mabuk- mabuk_an/ mmuman keras

2. Perkelahian
3. Pencunan
4, Perampokan
5. Curanmor
6. Penganiayaan, Perkosaan Pembunuhan _'
7. Pemerasan
8. Kenakat_an remaja

o 54 TENTENn gauggum;
kamt‘ibmas dapat dhhat dan seberapa jauh responden

mengetahui adanya gangguan keamanan yang pernah
dialami. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa
sebagian besar responden mengetahui adanya gang-
guan keamanan yang pernah terjadi di lingkungan per-
mukiman- tempat tinggal mereka. Dari tabel nomor 3,
mempertihatkan adanya kepedulian terhadap per-
soalan-persoalan keamanan lingkungan.




Pendagat resf"’“de“." entang t”“gk‘““t. ga“gg“a“ ‘keamanan di kalangan. responden atas -

IE untuk mengungkapkan adanya gangguan'

| tampaknya tidak sebebas dari responden
+|: permukiman.bawah.-Ada kesan “kurang:
|- terbuka”: untuk tidak mengatakan yang -

| sewajarnya tentang kondisi kamtibmas
|4 di lmgkungan berakatan dengan pola -
.-hubungan sosial ‘yang:-membedakan di
kedua permukiman tersebut: Di kaiangan'i

‘| |sering Terjadi
EJarang Terjadi = -

_ -._.permukrman bawah; kontak dan’ mter_ ksi ':'_-:
1\ antar warga masih sermg terjadi, namun:
ha[ ind tldak terjadl d1 permuk1man ata

. fap. bawah

" Lap.atas - Lap. mcnengah

) Tidak Pernah Terjadi:

D! kalangan pemuk;m dari kalangan' g
atas memang lebih setuju, apabila masa:
tah _keamanan lingkungan di berikan
kepada orang lain; yaitu petugas keama-:
nan yang digaji. Pemukim di tapisan atas
kurang begitu setuju kalau mereka harus_ -
mengikuti ronda malam. Ada kecenderu:. -

Sumber: data iapahgan 1996

mukiman lapisan atas. Faktor terjaminnya keamanan
tingkungan, penjagaan keamanan yang lebih ketat dan
pengeloan keamanan yang lebih terorganisir

ngan di permukiman atas bahwa mem-

. bayar kepada orang lain adatah juga bentuk peranserta

- dalam kegiatan keamanan lingkungan. Hal ini dapat

Sebaglan besar responden yang berasal dari per— -
mukiman lapisan menengah dan bawah lebih banyak responden yang berasal dari lapisan atas setuju jika
mengungkapkan seringnya terjadi tindak gangguan -

keamanan, terutama jika dibandingkan dengan per-:

disimak dari hasil penelitian yang membuktikan bahwa

membayar petugas keamanan, dan sebaliknya respon:

* denyang berasal dari kalangan bawah menyatakan pen-

dapatnya tidak setuju kalau setiap warga drwa}zbkan
mermbayar petugas keamanan.

kemungkinan yang menyebabkan responden
di permukiman elit lebih percaya diri. Dibe- |
berapa kasus permukiman elit, penjagaan= i
keamanan masih di bawah tanggungjawab | . g
pihak pengembang [developer] daripada di- | 0
serahkan kepada warga penduduk.

Dalam hal pengalaman tindak kejahatan, 7
tampaknya hanya sedikit sekali responden di [m,?é’ ]
kalangan permukiman atas [23,9 %] dan a0
menengah [14,8 %} vang mengaku pernah 307
mengalami atau menjadi korban kerjahatan. 2t 4
Sebagian besar responden di kedua permu- o+
kiman ini mengaku belum pernah menjadi 0

korban tindak kejahatan. Agak sedikit
berbeda dengan permukiman lanisan bawah.

. pengupahan dalam menjaga keamanan lingkungan

Gb 4. Pendapat responden tentang sistem

r 71
70 -+

84

{irap. atas Y
HLap. menengah .
BLap. bawsh . ..

Tidak
satuju

Tmidak
tahu

Setuju

Di permukiman lapisan bawah, antara jumlah
responden yang pernah dan tidak pernah mengatami
tindak kejahatan t}dak jauh bedanya [38,5% G 61,5
%l

Ket1ka dttanyakan apakah responden pernah me-
ngetahm adanya korban tindak ke;ahatan yang pemah
terjadi di lingkungannya, sebagian besar responden
di permukiman elit dan menengah menyatakan pernah
terjadi tindak kejahatan di lingkungannya. Kesadaran

Sumber: data lapangan 199%

Bentuk peran serta lainnva yang dinyatakan res-
ponden dari lapisan atas adalah adalah suatu sikap
vang tidak mau metanggar ketentuan peraturan yang
berilaku. Di lingkungan permukiman menengah dan ba-
wah, bentuk peranserta di dalam menjaga keamanan
lingkungan lebih tertuju kepada pelaksanaan ronda dan
siskamling.




kan bahwa musyawarahf dengan warga
merupakan cara vang ditempt

| sar responden, ‘baik di permukiman k'a'la'ngaﬁ
iap1san"tas menengah dan bawah N=224].
Selain itu; proses pembentukan nos: karnlmg s

sebagian dari responden [N—SZ} mengatakan 5
-meilbatkan aparat POLR% PEMDA dan |

Dan .tab__e_t_ Jini- .ttdak terhhat
: yang menonjoi di ketiga p' _
proses  pembentukan po: _kamhng Kecuali
‘responden ‘dari: kaiangan permuklman elit."

Dibandmgkan dengan responden dari permu-

kiman lapisan bawah dan menengah,; terlihat
sebagian responden [N=15} dari lapisan elit,
tidak mengetahui tentang persoalan pem-

Sumber. data %apangan 1996 A
~Keterangan :
1. 7 Penerangan, penyuluhan masyarakat
2. Membayar jasa keamanan '
3. Tidak menciptakan peluang untuk timbuinya
.- kejahatan
-4, Tidak melanggar hukum
5. " Melaksanakan Kamling, Ronda
6.  Koordinasi dengan POLRI, melapor ke Polisi
- bila terjadi gangguan Kamtibmas
~7. Menjadi anggota keamanan, Pokdar Kamtib-
‘mas :

Dani tabel 5, terlihat hanya 18,7 %

-bentukan pos kamling. Dari tabel tersebut,
terdapat responden yang menjawab “kurang paham”,
atau “kurang tahu” ketika ditanyakan tentang proses
pembentukan pos kamling. Dari 18 orang respenden
yang tidak mengetahui proses pembentukan pos
kamting, terdapat sekitar 15 orang responden berasal
dari permuklman eilt

Kecenderungan seperti ini dapat dimengerti, kare-
na kemungkinan responden yang tinggal di permuki-
man elit tidak terlibat langsung dalam proses pemben-
tukan pos kamling. Sebagaimana juga terlihat pada
tabel tersebut bahwa masalah penjagaan keamanan
permukiman di kalangan elit masih di bawah tang-
gungjawab pihak pengembang [developer].

[26] responden dari kalangan permuki-
man lapisan atas yang menyatakan ke-
ikutsertaan siskamting di lingkungan per-
mukiman, sedangkan sisanya lebih dani

80 % [113] responden dari permukiman
lapisan bawah dan menengah yang me-
nyatakan ikut siskamling di lingkungan
permukiman.

Pembentukan Kelembagaan Siskamtib-
mas Swakarsa

Dad bacil weavoncara r'!ang:\ﬂ £esRon

OLap. atas

Lap. menengah

Lap. bawah

den terdapat sejumlah jawaban yang
dikemukakan tentang cara pembentukan
pos kamling, vaitu: musyawarah warga;
melalui keterlibatan unsur POLRI; Lurah
dan PEMDA; melalui swakarsa Karang
Taruna; dan dari pihak pengembang,

Selain itu terdapat juga responden yang

mengatakan bahwa di lingkungan permukiman belum
terbentuk pos kamling dan tidak tahu menahu tentang
pembentukan pos kamting. Hasil penelitian menunjuk-

Sumber: data lapangan, 1996
Keterangan:
1. musyawarah aniar warga

sebagianbe- "

perbedaan_, =
ukiman teritang




. Peri:ama' tmgkat kesadaran warga masyarakat

'tentang kebutuhan rasa aman, ketenteraman dan ke-

f”menggambarkan tmgkat perkembangan masyarakat
yang membedakan tingkat: peranserta daEam pen]agaan
_keamanan hngkungan. : 5
- nKedua, tidak ada perbedaan yang menyolok ten-
-tang kesadaran pentingnya penjagaan keamanan ling-
kungan di ketiga bentuk. permukiman -Diketiga per-
mukiman menyadan pentmgnya pembinaan keamanan
dan: ketertlban masyarakat: Perbedaan. di-ketiga
permuktman tidak pada aspek kesadaran warga akan
kebutuhan rasa-aman dan- ketenteraman, tetapi ter-
letak-pada bentuk:peran serta yang.diharapkan atau
yang diwujudkan dalam ikut menjaga keamananan ling-
kungan. Atau dengan kata lain, bahwa tingkat kesa-
daran akan - pentingnya keamanan.lingkungan tidak
jauh berbeda, sedang perbedaannya padarespon warga
masyarakat yang diwujudkan dalam kelembagaan.
~ .- Di kalangan permumikan atas, bentuk-peran serta
yang dinginkap adalah peranserta dalam bentuk uang,
walaupun mereka masih mengingkan adanya kontrol
terhadap pengelolaan keamanan lingkungan. Sedang-
kan di kalangan pemukiman lapisan bawah jelas mereka
masih menginginkan peranserta dalam bentuk tenaga,
misalnya gilir dalam ronda matam: Peran serta dalam

bentuk gilir ganti ronda malam, mungkian saja ada

unsur Keterpaksaan di kalangan mereka, karena alasan
ketidakmampuan membayar petugas keamanan, atau
mungkin saja karena disebabkan masih kuatnya soli-

daritas masyarakat (solidaritas mekanis/ gememshaft .

di antara warga masyarakat).

Peran serta dalam ikut penjagaan keamanan ling-
kungan secara jelas terlihat berbeda antara permu-
Kiman lapisan atas dan lapisan bawah, namun pada
permukiran menengah di kota-kota besar yvang terJach

o __jkan di katangan permukiman lapisan atas '

rakat periu memperhatikan aspek kultural atau struk:

' keamanan lingkungan adatah adanya nilai atau motiv

"mgm memnggalkan g}hran ronda maiam karena alasan

tetapi pada sisi lain da{am

_ Ketrga, karena adanya kaitan antara petembagaa
kebutuhan keamanan dan ketertiban lingkungan de
ngan tipologx permuk1man maka dalam; pengetolaa
masalah penjagaan keamanan dan: ketertlban masya

tural, Aspek kultural dalam peiembagaan penjag

yang mendorong warga masyarakat untuk berpartm- v
pasi-dalam penjagaan keamanan lmgkuncan [ronda
malam, menggaji SATPAM,-dll]. Pada masyarakat lapi-
san bawah, motivasi warga masyarakat untuk berparti- - -
sipasi ‘sangat kuat karena kemungkinan masyarakat

itu masih homogen, misalnya permukiman nelayan di.
pinggiran perkotaan yang berasal dari salah etnis ter-

tentu. Sedangkan, aspek struktural dalam penjagaan

tertihat dari pola bentuk kepemimpinan masyarakat.

Misalnya, pelembagaan.penjagaan keamanan lingku-

ngan terjadi di permukiman lapisan bawah karena ala-

san faktor kepimpinan masyarakat. Loyalitas atau ke-

patuhan warga masyarakat terhadap pemimpinnva

[orang yang dianggap pemimpin baik formal maupun

informal] di permukiman bawah relatif lebih diban-

dingkan tipologi masyarakat yang lain. Pada masyara-

kat lapisan atas, pola kepemimpinan dalam pengelo-

taan keamanan lingkungan diganti oleh posisi SATPAM.

Oleh karena itu, fakior status ekonomi masyarakat

sangat menentukan bentuk pelembagaan pen}agaan

keamanan [ingkungan.

Keempat, ‘dalam kaitannya dengan penerapain sis-
kamtibmas swakarsa di permukiman di kota-kota besar
tentu saja tidak lepas dari variabel-variabel perkem-
bangan masyarakat .dan tipologi kelembagaan vang

* vang terjadi pada masyarakat yang bersangkutan. Jadi,

materi/substansi binkamtibmas apapun yang diintro-
duksi ke dalam masyarakat harus memperhatikan va-

‘riabet-variabel sosial tersebut.

Kelima, POLSEK sebagai ujung tombak petaksa-
naan binkamtibmas di lapangan masih -sulit untuk
menjatankan perannya. Ada kendala internal yang si-
fatnya klasik vang dihadapi POLSEK. Misalnya, keter-

- i
+idals h@r#n[nnny: !;nfnmhngnun lr:mnjasa;n BB R

Sepagaimana dikemukan dalam tujuan penelitian ini,
bahwa permukiman lapisan menengah dapat dianalog-
kan dengan masyarakat yang sedang mengalami tran-
sisi, yaitu masyarakat yang sedang berubah, yaitu di-
cirikan oleh mata pencaharian yang non pertanian, ti-
dak homogen lagi, sudah terjadi diferensiasi sosial,
Secara ekonomi, umumnya para pemukim di lapisan
menengah tidak memiliki gaji yang begitu besar, gaji
cukup untuk makan sehari-hari. Dalam kaintannya de-
ngan peniagaan keamanan, maka di satu sisi mereka

satasan-Shit-dan-sarana-damr-tuas-witayahtogasnvas
Namun mungkin saja masih rendahnya pelaksanaan
Binkamtibmas Swakarsa disebabkan oleh adanya tun-
tutan baru terutama di permukiman elit, vaitu penja-
gaan keamanan lingkungan vang digaji. Menghadapi
fenomena ini, tugas dan posisi POLSEK semakin tidak
jelas sebagai aparat binkamtibmas di lingkungan per-
mukiman elit. Lebih-lebih, bila petugas pejaga ke-
amanan berasal dari unsur aparat. Kesan yang timbul
bukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyara-
kat secara swakarsa tetapi penjagaan keamanaan yang




- ciri solidaritas mekahté-ya'ng maﬁrh kuat, misatnya di- _'
"c1rikan ‘masih: ingginya _kegotong royongan ‘ronda

“malam’ rh'asm kuat,’maka poia pembinaan Kamtibmas,

“ tetapi lebih _dari, yaitu pemantauan keiembagaan___-
- pembinaan: kamtibmas [transformasi sosial]; perlu
dipantau, kepengurusan pos kamling dan. koordinasi . s
dengan mstanm terka:t dalam pengembangan sarana -

tékahkan"padé poia komumkasx antara aparat peiaksana_- :
: binkamtlbmas ch POLSEK dengan petugas keamanan_-___'
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membenkan ja!an bag; oran :yang
b?erada di da!am kegelapan,

i sedangkan orang Jahil bisa
menyesatkan Jjalan seseorang_ Maka,

orang alim fentu saja tidak sama
- dengan orang yang jahil.

r.-Sami Afifi Hijazi dalam bukunya, Madkhai i

salah satu anugerah Allah SWT bagi manusia
adalah akal. ‘Artinya, mensyukuri nikmat akal itu

dengancara menggunakan secara optimal baik mem-

baca teks maupun. realitas. Misalnya, mengkaji iimu
pengetahuan menelaan Hmu Agama, memikirkan
jagatraya sebagal tanda kekuasaan-Nya, bertafakur
(berﬁklr) dan lain sebagamya

“Allah Azza W_a_;al_ia _berf_lrr_nan,'
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit _
dan bumi sert_é be:rg'antinya'malam dan ;-
siang, terdapat:tanda- Ianda bag1 g e
orangnoré_ﬁg :

Dirasah al-Falsafah al-Istamiayah mengatakan

manima ‘berada di dalam "kebmasaa'_ _kecuait orang
berilmu. Orang yang, benlm 1pul '_'f'_kan bmasa kecuah
yang- mengamalkan 'lmunya. Kedua; Itmu, amai dan

ikhtas. Orang vang tidak ikhlas dalam mengerjakan
amalannya dikatakan Rzya. Dari Mahmud bin labid
" Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya yang paling
aku takuti dari kalian adalah symk kecil yaitu riya”
“{HR Imam Ahmad). limu seseorang senan tiasa mem-
“berikan manfaat bagi dirinya dan orang lain, jika di-

isertai amalan dan ihklas. Sebaik-baik manusia
datah yang memberikan manfaat kepada
manva.: Apabila salah satu: h3tang dari
gﬁalrm ia akan hilang keman-
tannva. Maka, ben‘;kar mesti diba-
engi 'd@ngan amalan yang ihklas
supaya, men;adi ilmu yang ber-

: n amal ﬁak dapat dxpisahkan_-. .
sebagalmana dlsmyahr oieh Imam Al Ghozalt ”Seluruh




Berapa jam Anda men%ab;skan waktu di kantor?
Sesual aturan jam: %&ei’jﬁ umumnya pegawai kantman
. menghablskan waktu sekitar § jam. Namun pada,. -

- lama berada di kantor.Serajin itu kah? - .

pada sekitar 1000 orang

\ karyawan di Inagris oleh
Microsoft awal Januari mencatat
rata-rata jam kerja pegawai
kantoran yaitu mulai pukul 8.37
pagi‘hingga 5.37 sore, meskipun
rata-rata waktu tersebut tidak
habis.digunakan untuk bekerja.

Dalam waktu tersebut rata-

raia pekerja menghabiskan
sekitar 17,4 menit sehari untuk
membuat:teh; 18,6 menit uniuk

kenyataanya dan tanpa disadari, kita cenderung lebih . .

ebuah survei yang dilakukan

‘hampir tiga iam dalam sehari
lewat begitu saja tanpa sesuatu = -
ang. produkts ilakukan pegawaj -

: meesse .-(.Iary- mp
Profesor Psikologi dan %{esehatan
dari Universitas Laﬂcaster Ca:y R
Cooper mengatakan: - L o
keceﬁderunsan presenteasm a‘cau-
terlalt banyak menghabiskan *: -
waktu di. kantor tanpa tahu apa
vang dilakukan juga dialami
ipeker;a di-Eropa. - P
" Separo dari respondeﬂ
menyebutkan alasan mereka
berada di kantor lebih awal dan
pulang-tebih lambat karena
mereka bisa melakukan
pekerjaannya dengan lebih mudah
- saat kantor-herada dalam situasi
'yang tidaic sibuk.
oo Meskipunketerkaitan untuk
h m@nghablskan waktu di kantor
lebih lama dengan ambisi untuk
: lebih stilkses tidak menemukan 7
kesesuaian di lapangan. Mengapa?
Karena daiam kenyataannya
" karyawan vang berada di kantor
lebih tama, helum tentu bisa
-~ memaniaatkan waktunya untuk -
benar-benar bekerja. .
_ Cooper mengatakan dengan
“banyaknya selingan vang T
dilakukan karyawan tak
mengherankan jika pikiran :
menjadi terpecah-pecah dan tidak
fokus, Perubahan kecil dalam cara
orang bekerja juga bisa '
berdampak pada perubahan besar,
terlebih jika dilakukan secara
berkala. .
"Kita tak perlu harus
membuat perubahan drastis untuk
membuat hari kerja lebih efesien
dan lebih pendek, Namun

melinat situas 4l palk jendela,
‘. 11,1.menit bercakap-cakap di
telepon dan’ 35,5 menit bergomp
Utak-atik komputer dan -
merapikan dokumen
menghabiskar waktu se}mtar
sekitar 46 menit, 13,7 menit -
untuk bermain kartu .dan 54
memt surﬂng mternet _
Seperta yang dfiansw daﬁ :
: Scotsman com; penelitian -
';_terseb_ut_menarz_k kes:mpulan

~dan trik yang, mendukuna it
-pekerjaan mereka NEL

menghabiskan waktu untuk beres-
- beres dekumen atau memperbaiki
_komputer vang ngadat bisa
mengganggu pekerjaan Anda dan
abdbatnva;.akan menyxta wakiu
_hampir sekitar dua jam," papar

-Cooper, yang lebih' menyarankan

pekeria untuk meluangkan waktu.
-mempelajari aneka macam. tlps




Hedn mieening
ari terigy (gandumy}. Ada
beras. lalu soun, yang

uran tepung terigy dan
ng atay tepung scba.

. garam,:natrium pol;
“penstabil dan penge
dan-kalium karbona
“keasaman), tartrazin
“Kadang natrium
guarglm, Bahan lain
“hidrolisat protein nabati,
_ " e

1 juga haso, g , telor, sosis
atau kornet. Bahan-bahan ini tinggal
dimasukkan saat kita merehus mie. Mudah
bukan? Dan vang perlu diingat, sebaitknva
hindari kensumsi mie instant setiap hari.™"




-
e -

i
f;g@. o
=

o
-
s

-
.

*’ -
-

=
e
% et

=
o -
e S
o

f
=

‘

e

W«-z& e Cai
=
- W:.%

.
-

G T S A
S

L
s

G
o

.
Tinadea
= W ene

=
o
- -
-
e
o
- e
T &mv iasndes
.-
v e
e
D I e
e m’\%’g@’{f‘“
-

e






